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ABSTRAK 
Pajak merupakan suatu gejala masyarakat karena pajak hanya ditemukan dalam 
masyarakat. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam 
suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Keberlangsungan hidup untuk membiayai 
rumah tangga suatu negara bersumber dari pendapatan negara, yang dipungut dari 
masyarakat wajib pajak melalui pemungutan pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan 
yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan dari pajak inilah yang 
nantinya untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan 
individu. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan penggerak 
roda kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah 
untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi dan sarana kepentingan umum lainnya 
yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya masalah 
perpajakan, maka tuntutan agar rakyat dapat sadar membayar pajak harus diimbangi pula 
dengan perlakuan yang adil. Dalam perkara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar 
pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dibenarkan 
karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perpajakan. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang 
dibayar juga sudah tepat karena adanya hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk 
putusan yang hakikatnya melahirkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam 
mengambil tindakan. 
Kata Kunci: surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak penghasilan, perusahaan. 
 
ABSTRACT 
Taxes are a symptom of society because taxes are only found in society. Tax problems 
are state problems and everyone who lives in a country must deal with taxes. 
Sustainability to finance the household of a country comes from state income, which is 
collected from the taxpayer community through tax collection. Based on tax regulations, 
the object of the tax is income. This income from taxes will later be used to finance public 
interests which ultimately include individual interests. In other words, state revenues 
from the tax sector are the driving force of the economic life of the community which is a 
real means for the government to provide various economic infrastructure and other 
public interest facilities aimed at the welfare of the community. In connection with the 
importance of taxation issues, the demand for people to be aware of paying taxes must 
also be balanced with fair treatment. In the case of issuance of a tax assessment letter for 
underpayment of corporate income tax carried out by the Director-General of Taxes, it 
can be justified because it is by Law Number 16 of 2009 concerning Taxation. The 
consideration of the Panel of Judges in deciding the dispute over the value of 
unpaid/underpaid taxes is also appropriate because of the results of the examination of 
the judiciary in the form of a decision that essentially gives the Director-General of Taxes 
authority to take action. 
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Di tengah era globalisasi, kajian perpajakan tidak akan pernah berhenti dan selalu 
tumbuh berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kemajuan 
ekonomi dan dunia bisnis. Pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan 
pembangunan di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara yang 
penting ditingkatkan lagi peranannya dalam pajak langsung.1 
Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat, sehingga 
memberi dampak yang sangat besar untuk perekonomian masyarakat. Penerimaan negara 
dari sektor pajak ini selanjutnya oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana 
kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan 
penggerak roda kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi 
pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi dan sarana kepentingan 
umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.2 
Sehubungan dengan pentingnya masalah perpajakan, maka tuntutan agar rakyat 
dapat sadar membayar pajak harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil. Karena 
mengingat untuk membiayai seluruh kepentingan umum dan yang terpenting adalah 
peran aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya. Sistem 
perpajakan yang lama ternyata belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan 
subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri.3 
Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat 
melaksanakan kewajiban pajaknya guna pembangunan nasional melalui sistem 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (self 
assessment). Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas 
pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga melalui sistem ini administrasi 
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 
dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak.4 
Di Indonesia pada khususnya, dalam kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan 
landasan hukum. Apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang 
dilakukan oleh negara bukan termasuk dalam kategori pemungutan pajak, tetapi 
merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak sendiri diakibatkan oleh fungsi 
pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara, maka dari itu negara harus memberikan 
perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya.5 
Setiap pajak-pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang dan 
penggunaannya harus juga didasarkan pada undang-undang. Tidak ada pajak yang 
dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan yang lebih rendah. 
Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang 
yang menyebutkan bahwa “Pemungutan pajak yang bersifat memaksa yang dipergunakan 
 
1  Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum 
Pajak, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 1. 
2  Widjajati Erna, Hukum Pajak Bagi Negara dan Masyarakat, Cetakan ke-3, (Jakarta: Roda Inti Media, 
2015), hlm. 1.  
3  Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 11. 
4  Ibid., hlm. 12. 
5  Mustaqiem, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: Litera, 
2014), hlm. 32. 
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untuk membiayai kepentingan umum dan negara diatur dengan Undang-Undang”.6 Hal 
itu mengandung bahwa siapa pun (termasuk negara) tidak memiliki hak memungut pajak 
apabila tidak dibuatkan terlebih dahulu undang-undang sebagai landasan hukumnya.7 
Agar aktivitas pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar, maka harus 
mendapatkan persetujuan rakyat serta pemerintah pun harus menyediakan payung hukum 
bagi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bentuk kedaulatan rakyat, mengenai 
hak rakyat, karena pajak dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, jadi semua 
tindakan yang menitik bebankan pada rakyat seperti pajak harus diatur oleh Undang-
Undang.8 
Inti persoalan pajak adalah persoalan siapa yang harus membayar pajak berhubungan 
dengan subjek pajak. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang menjadi 
wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Wajib pajak 
dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak 
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia.9 
Berdasarkan peraturan perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, 
yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun.10 
Jika wajib pajak badan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau melaporkan 
pajak yang terutang yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Direktur Jenderal 
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (selanjutnya disebut 
SKPKB) dalam hal-hal sebagai berikut sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan: 
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar.”11  
Menegaskan bahwa ketentuan penjelasan di atas ialah kewenangan yang dimiliki 
Direktur Jenderal Pajak dalam hal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, pada 
hakikatnya hanya tertuju pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal dan 
material.12 Diketahuinya wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak dari jumlah pajak 
yang seharusnya terutang karena dilakukannya pemeriksaan pada wajib pajak yang 
bersangkutan. 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak 
 
6 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A. 
7  Mustaqiem, Op.cit., hlm. 30. 
8  Marihot P. Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 
(Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 19. 
9  Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893) Penjelasan 
atas Pasal 2 ayat (2) huruf a. 
10  Ibid., Pasal 4. 
11  Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 85 Tahun 2007, 
TLN No. 4740) Pasal 13 ayat (1) huruf a. 
12  Ibid., Penjelasan atas Pasal 13 ayat (1). 
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saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.13 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana analisis mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak 
penghasilan badan? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan? 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui analisis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
pajak penghasilan badan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan 
hukum normatif. Di mana dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan 
pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.14 
Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dalam bentuk 
deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 
yang nyata terhadap keadaan atau gejala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Metode pengumpulan data, berupa: a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum 
yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap anggota masyarakat yang terdiri atas 
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sumber hukum lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini; b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 
dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 
perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,15 dan 
lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini; c) Bahan hukum tersier juga 
merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder, yang berupa kamus-kamus, artikel, serta faktor pendukung 
lain seperti media masa, internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
PEMBAHASAN 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan 
Utang pajak merupakan suatu perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang. 
Utang pajak adalah utang pada negara yang pelunasannya dapat dipaksakan atas 
kehendak negara secara sepihak. Dengan sifatnya yang khusus maka utang pajak dapat 
dituntut pelunasannya tanpa melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu. Mengenai 
hal tersebut ada dua pendapat tentang timbulnya utang pajak yaitu pendapat ajaran materil 
dan pendapat ajaran formil. Pendapat ajaran materil mengemukakan bahwa utang pajak 
timbul bukan karena surat ketetapan Direktorat Jenderal Pajak melainkan karena undang-
undang yang berlaku. Menurut pendapat ini timbulnya utang pajak karena ada hal-hal 
yang mengakibatkan wajib pajak itu dikenakan pajak. 
Lain halnya dengan pendapat ajaran formil yang mengemukakan bahwa utang pajak 
timbul karena ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak. 
Pendapat ajaran ini tidak sependapat dengan ajaran materil, karena menurut pendapat ini 
 
13  Ibid., Pasal 13 ayat (2). 
14  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 52. 
15  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-17 (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada 2018), hlm. 13. 
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tidak ada utang yang timbul sebelum diketahui jumlahnya. Jadi dalam pendapat ini pajak 
dipungut berdasarkan suatu ketetapan. 
Istilah utang pajak digunakan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam 
Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya. Sedangkan istilah pajak yang terutang 
digunakan dalam UU KUP yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang adalah pajak 
yang harus dibayar oleh wajib pajak yang terutang pada suatu saat dalam masa pajak atau 
dalam tahun pajak. 
Hal itu biasanya terdapat di dalam Surat Pemberitahuan, surat ini adalah sarana bagi 
wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan mempertanggungjawabkan jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang 
telah dilaksanakan oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak serta laporan pembayaran dari 
potongan pajak orang atau badan yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap wajib 
pajak diwajibkan dalam mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap serta jelas, 
dengan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, satuan mata uang 
Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat wajib pajak yang meliputi orang pribadi atau badan terdaftar dan dikukuhkan. 
Bagi wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan tidak benar, tidak 
lengkap dan tidak jelas maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU KUP, Pasal 
13A yang menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara, wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dalam SKPKB. 
Pasal 38 ayat (1) huruf b menyatakan perbuatan yang dilakukan setelah perbuatan 
yang pertama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13A, didenda paling sedikit satu 
kali jumlah pajak yang terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak dua kali 
jumlah pajak yang terutang yang tidak/kurang dibayar atau pidana kurungan paling 
singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.  
Sejak 1 Januari 2008 berlaku ketentuan pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak 
atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai 
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak lainnya, 
Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan 
Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau 
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan denda 
administrasi. Tetapi, jika wajib pajak tidak menyelesaikan laporan dalam jangka waktu 
yang disebutkan karena kegiatan, masalah-masalah teknis atau membutuhkan 
kelonggaran waktu, undang-undang tetap memberikan perlindungan hukum kepada wajib 
pajak yang mempunyai itikad baik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.  
Wajib pajak berhak mengajukan permohonan untuk mendapat perpanjangan waktu 
dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sekalipun telah melewati batas waktu yang 
sudah ditentukan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 
(dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat 
Jenderal Pajak. 
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Kemudian pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan 
juga bahwa sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan telah berakhir, 
wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri 
tentang ketidakberesan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan, yang 
dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, rugi menjadi 
lebih kecil, jumlah harta menjadi lebih besar dan jumlah modal menjadi lebih besar. 
Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dibuat serta disampaikan 
oleh Suwir Laut sebagai pegawai PT. Inti Indosawit Subur tidak benar atau tidak sesuai 
dengan yang sebenarnya. Suwir Laut menyatakan bahwa laporan keuangan berupa neraca 
dan rugi laba tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, padahal sebenarnya laporan 
keuangan neraca dan rugi laba diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko 
dan Sandjaja pada tahun 2002 dan 2003, selanjutnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat dan Arsono pada tahun 2004 dan 2005. 
Terhadap kekeliruan wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 
masih terbuka hak untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Direktorat 
Jenderal Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakberesan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan atau belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan 
pemeriksaan. Berkaitan dengan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam 
rangka menguji pemenuhan wajib pajak dengan menelusuri kebenaran Surat 
Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan kewajiban perpajakan yang lainnya, lalu 
dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha wajib pajak yang sebenarnya. 
Pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan melekat pada 
Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal-hal tertentu dapat melibatkan pihak lain di luar 
instansi tersebut seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung. 
Pemeriksaan menurut KMK-545/KMK.04/2000, SE-03/PJ.7/2001, SE-
06/PJ.7/2004, SE-02/PJ.7/2005, KEP-142/PJ/2005 adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan mengolah data, keterangan serta bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk keperluan 
pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta melihatkannya kepada wajib pajak 
yang diperiksa. 
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak diperlukan bagi 
Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai 
kemampuan wajib pajak. Maka dari itu wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana yang diprasyaratkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang, menjelaskan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan 
laporan laba rugi untuk pada setiap Tahun Pajak berakhir. 
Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan maka akan dikenakan 
sanksi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan wajib pajak wajib 
menyelenggarakan pembukuan, termasuk wajib pajak yang ternyata tidak sepenuhnya 
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menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan bukti-bukti pendukungnya, 
maka penghasilan netonya dihitung sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan 
peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
Dalam kasus yang penulis jadikan bahan penelitian, bahwa PT. Inti Indosawit Subur 
keberatan atas penerbitan SKPKB serta proses prosedur verifikasi, yang mana menurut 
PT Inti Indosawit Subur Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki kewenangan dalam 
penerbitan surat tersebut dan penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan UU KUP 
Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009. 
Pada tanggal 3 Juni 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB Pajak 
Penghasilan Badan PT. Inti Indosawit Subur tahun pajak 2005, dengan SKPKB Nomor 
00001/206/05/092/13. Surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat 
Jenderal Pajak untuk penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar dapat 
bertambah. 
Penerbitan SKPKB tersebut merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, karena 
Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi yang mempunyai kewenangan atributif dalam 
pengelolaan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila 
Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang dalam surat 
pemberitahuan yang isinya tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 
jumlah pajak yang terutang. 
Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
terdapat pada Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menjelaskan bahwa apabila Direktorat 
Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat 
Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan pajak yang terutang. 
Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat 
pada Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menjelaskan bahwa apabila Direktorat Jenderal 
Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan pajak yang terutang. 
Menurut analisa penulis, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat 
(1) yang menjadi acuan Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan SKPKB, karena dari 
penjelasan atas ketentuan dari 2 pasal tersebut menyatakan kewenangan yang dimiliki 
Direktorat Jenderal Pajak. Hakikatnya penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas 
pada wajib pajak tertentu karena ketidakberesan dalam melakukan pengisian Surat 
Pemberitahuan Tahunan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh 
wajib pajak. 
Pada dasarnya Surat Ketetapan Pajak adalah apabila ditemukannya data yang 
baru/data yang belum terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan 
keterangan lain, pajak yang dihitung, diperhitungkan serta dilaporkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan wajib pajak badan tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa SKPKB dapat terbit hanya 
terhadap kasus-kasus tertentu, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan wajib pajak 
tidak memenuhi kewajiban formil atau kewajiban materil. Pemeriksaan dapat 
dilaksanakan ketika wajib pajak tidak menyampaikan atau melampaui dari batas waktu 
yang ditentukan dalam menyampaikan surat pemberitahuan. 
Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak/kurang 
dibayar sebesar Rp3.439.098.500,00 ditambah dengan sanksi bunga 2% dengan jangka 
waktu maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak PT. Inti Indosawit Subur yang 
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ditetapkan dalam SKPKB yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penetapan pajak 
terutang tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui proses pemeriksaan, 
penelitian dan verifikasi. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan 
pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2007 atau pada 
tatanan yang lebih tinggi pada Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan 
pengaduan yang diterima berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. 
PT. Inti Indosawit Subur mempunyai penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak 
2005 sebesar Rp3.439.098.500,00 setelah hasil pemeriksaan dan Direktur Jenderal Pajak 






Meski dalam SKPKB Pajak Penghasilan Badan PT. Inti Indosawit Subur terbit pada 
3 Juni 2013 atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya suatu tahun pajak 
terutang, namun besarnya sanksi administrasi yang dikenakan atas kekurangan bayar 
pajak yang terdapat di dalam SKPKB Nomor 00001/206/05/092/13 tetap dikalikan 24 
bulan atau 2 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Menurut analisa penulis ditinjau dari sudut pandang yuridis, pajak memiliki sifat 
khusus yang mengandung unsur pemaksaan. Maka, dapat ditarik kesimpulan jika wajib 
pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tersebut harus menerima 
konsekuensi hukum yang ada. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-
sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana 
yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan secara nyata 
diatur dengan undang-undang.  
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Suwir Laut, 
sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, 
sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi 
pidana. Perbuatan atau tindakan yang dimaksud bukan merupakan pelanggaran 
administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi 
perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-
sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan 
ataupun tidak dilakukan. 
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung 
dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus. 
Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pada saat mengadili suatu perkara, hakim tidak 
boleh ada terikat hubungan keluarga sedarah pada para pihak. Hakim wajib 
mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai hubungan keluarga sedarah 
atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan para pihak. Tidak hanya itu, 
seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai 
Pajak yang kurang dibayar  Rp3.439.098.500,00 
Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp3.439.098.500,00)  Rp1.650.767.280,00 
Jumlah pajak yang masih harus dibayar  Rp5.089.865.780,00 
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kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik 
atas kehendaknya sendiri maupun atas perintah pihak yang berperkara. 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam memutus suatu perkara wajib memuat 
alasan dan dasar putusan, selain itu juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undang yang terkait atau sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar 
untuk mengadili. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan dalam menjatuhkan 
putusan, hakim harus sangat berhati-hati karena hakim sebagai penentu utama yang 
dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan profesional dalam setiap 
proses persidangan dan dalam memutus suatu perkara. Karena setiap putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terlebih 
di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 
Mengenai sengketa yang terjadi antara PT. Inti Indosawit Subur (Pemohon Banding) 
dengan Direktorat Jenderal Pajak, pada suatu waktu tertentu dalam tahun pajak Direktur 
Jenderal Pajak (Terbanding) mengeluarkan putusan yang menyatakan PT. Inti Indosawit 
Subur telah kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan yang diterimanya pada tahun 
pajak 2005. Dengan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 Nomor 
00001/206/05/092/13 tanggal 3 Juni 2013 Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak 
yang tidak/kurang dibayar oleh PT. Inti Indosawit Subur sebesar Rp3.439.098.500,00 
ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp1.650.767.280,00 sehingga jumlah Pajak 
Penghasilan yang masih harus dibayar menurut surat tersebut sebesar 
Rp5.089.865.780,00. 
Dalam sengketa tersebut Majelis menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak 
dibenarkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, menurut Majelis 
putusan tersebut adalah suatu alat bukti yang penuh dan sempurna sehingga putusan 
tersebut menempatkan Direktur Jenderal Pajak sebagai institusi yang wajib untuk 
menindaklanjuti. Tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak bukan 
merupakan eksekusi atas putusan badan peradilan akan tetapi menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan badan peradilan berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
yang di dalamnya berkaitan dengan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk 
melakukan penagihan pajak yang terutang yang tercantum dalam putusan tersebut. 
Menurut analisa penulis produk hukum berupa SKPKB, SKPKB Tambahan maupun 
Surat Ketetapan Pajak lainnya dan Keputusan Penolakan Keberatan yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak telah sesuai dengan menggunakan UU KUP sebagai dasar 
hukumnya. Atas amanah Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
yang memperbolehkan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB tersebut karena ada 
keterangan lain, keterangan lain dalam hal ini adalah putusan hakim yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. 
Peneliti melihat pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 yang memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan 
SKPKB yang hakikatnya hanya terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban materil. 
Mengenai PT. Inti Indosawit Subur yang tidak setuju atas terbitnya surat ketetapan 
tersebut karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 pihak 
yang didakwa/disengketa adalah Suwir Laut bukan PT. Inti Indosawit Subur. Dari 
pemaparan yang ada pada putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Pengadilan Pajak, 
bahwa Suwir Laut merupakan pegawai PT. Inti Indosawit Subur serta selaku Tax 
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Manager yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama 14 korporasi 
yang berada di bawah naungan Asian Agri Group. 
Menurut Andi Hamzah orang yang mempunyai jabatan pada suatu perusahaan atau 
menjadi pegawai biasa, jika orang tersebut berbuat atau melakukan sesuatu hal atas nama 
korporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, maka korporasi tersebut turut 
bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugian dalam perbuatan pegawai 
korporasi tersebut. 
Kemudian ditegaskan lagi melalui Pasal 1357 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang 
yang berada di bawah pengawasannya. Atasan atau orang yang mengangkat orang lain 
untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 
oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang 
tersebut. 
Majelis hakim berpendapat sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Agung, 
sekalipun yang didakwa dalam kasus Asian Agri Group adalah Suwir Laut, namun 14 
(empat belas) korporasi yang tergabung di dalamnya yang telah menghendaki perbuatan 
Suwir Laut adalah termasuk pihak yang secara kolektif turut didakwa dan wajib 
menanggung segala sanksi terkait. Penulis juga beranggapan bahwa tidak mungkin Suwir 
Laut hanya bertindak untuk atas nama pribadi, melainkan terkait secara terorganisasi 
dengan korporasi-korporasi tersebut. 
Jika dilihat dari pemaparan di atas berdasarkan penjelasan pendapat ahli maupun 
penjelasan yang tercantum di dalam hukum positif yang ada di Indonesia, penulis menarik 
kesimpulan bahwa perbuatan atau kesalahan individu yang mewakili suatu perusahaan 
dapat dikatakan sebagai perbuatan atau kesalahan perusahaan juga, yang dengan 
demikian perusahaan/korporasi dapat dipidana meskipun individu yang mewakilinya 
yang didakwa/disengketakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Suwir Laut menjadi tanggung 
jawab PT. Inti Indosawit Subur karena Suwir Laut merupakan pegawai yang bekerja di 
PT. Inti Indosawit Subur. 
Majelis hakim berkesimpulan bahwa Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan 
Tahun 2005 Nomor 00001/206/05/092/13 tanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan 
Terbanding berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 tanggal 
18 Desember 2012 sudah tepat dan majelis hakim menolak permohonan banding 
Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
1547/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak 
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00001/206/05/092/13 tanggal 3 Juni 2013 
atas nama PT. Inti Indosawit Subur. 
Jika dilihat dalam kasus yang penulis bahas, hakim sudah tepat dalam menerapkan 
undang-undang pengadilan pajak, ketentuan perundang-undangan serta peraturan hukum 
yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian hakim 
memutuskan tetap mempertahankan jumlah koreksi Terbanding dan menolak 
permohonan banding Pemohon Banding. Tetapi dalam hal ini penulis tidak melihat 
dengan baik pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa yang memutuskan nilai 
koreksi terhadap pengenaan jumlah sanksi administrasinya, apakah sesuai yang tertera 
dalam SKPKB yaitu sebesar Rp1.650.767.280,00 ataukah malah tidak dikenakan sanksi 
administrasi. 
Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 67455/PP/M.VA/2015 yang penulis 
analisa, hakim dalam memutus sengketa banding atas koreksi pajak yang tidak/kurang 
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dibayar sebesar Rp3.439.098.500,00 yang tertera dalam SKPKB antara Terbanding dan 
Pemohon Banding sudah sesuai, karena dari pernyataan-pernyataan Pemohon Banding 
sendiri tidak pernah memberikan bantahan atau data dan dokumen yang dapat 




SKPKB yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak untuk PT. Inti Indosawit Subur 
sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang 
menjadi acuan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan keterangan 
lain adalah Putusan Mahkamah Agung yang telah memili kekuatan hukum tetap. Karena 
undang-undang memberikan perluasan kepada Direktur Jenderal Pajak yang 
menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Direktur 
Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Sehingga alasan pemeriksaan yang 
menemukan keterangan lain yang digunakan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan 
suatu jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar oleh PT. Inti Indosawit Subur. Temuan atas 
pemeriksa berdasarkan keterangan lain dan ditetapkan jumlah pajak yang tidak/kurang 
dibayar sebesar Rp3.439.098.500,00 jika memang nilai koreksi itu tidak benar seharusnya 
pihak yang keberatan atas hal itu bisa membantah dengan menunjukkan secara spesifik 
data dan dokumen bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Putusan majelis hakim sudah tepat dan bisa diterima karena perbuatan Suwir Laut 
yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak mungkin bertindak hanya 
untuk kepentingan pribadi, melainkan terkait untuk menguntungkan korporasi tersebut. 
Hal itu telah sesuai dengan doktrin dari Andi Hamzah yang mengatakan orang yang 
mempunyai jabatan pada suatu perusahaan atau menjadi pegawai biasa, jika orang 
tersebut berbuat atau melakukan sesuatu hal atas nama korporasi yang menimbulkan 
kewajiban bagi orang lain, maka korporasi bertanggungjawab untuk membayar kerugian 
yang disebabkan pegawainya. Secara materi kekurangan pajak yang terutang telah 
diperiksa oleh Mahkamah Agung, apabila hal itu tidak ditindaklanjuti oleh Direktur 
Jenderal Pajak maka terdapat kerugian pada pemasukan negara. Kemudian hakim dalam 
memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang dibayar juga sudah tepat karena adanya 
hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk putusan yang hakikatnya melahirkan 
kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan yang konkret 
yaitu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung terkait penerbitan SKPKB Pajak 
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005. 
Saran 
Dalam penelitian ini disarankan dalam hal mengajukan keberatan pada khususnya 
SKPKB ataupun Surat Ketetapan Pajak lainnya, untuk lebih fokus mengkaji secara 
materil maupun secara formil. Serta hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah 
mengenai jangka waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan mengetahui 
sanksi administrasinya. Seharusnya hukum pajak bukanlah untuk memidana wajib pajak, 
tetapi bagaimana agar uang pajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan 
Negara, karena perpajakan lebih ditekankan pada penerimaan Negara bukan pada aspek 
pidana. Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak juga bisa diselesaikan melalui 
jalur administrasi, dengan melakukan pembayaran pajak ditambah dengan sanksi 
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